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Abstrak
 

Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan masa depan reformasi administrasi perpajakan dalam rangka

mewujudkan administrasi perpajakan yang diinginkan di masa depan, yaitu menuju Good Governance.

Masa depan yang diproyeksikan, ditentukan oleh kegiatan yang ada dan orang atau institusi yang berperan

dalam reformasi administrasi perpajakan, sehingga skenario administrasi perpajakan dapat tercapai. Proses

deskriptif untuk menaksir masa depan ini disebut sebagai perencanaan ke depan (forward process). Hasil

yang diinginkan dicapai dilakukan dengan menerapkan berbagai kebijakan untuk mempengaruhi para pelaku

untuk menghilangkan segala masalah ke arah masa depan ini. Proses normatif atau perspektif ini disebut

perencanaan balik (backward process), Dalam rangka mencapai keefektifan yang lebih besar dalam

perencanaan, kedua proses itu dapat dikombinasikan. Perencanaan ke depan-balik tersebut dapat dijelaskan

sebagai berikut. Pertama, masa depan yang mungkin terjadi diproyeksikan melalui perencanaan ke depan

(forward). Lalu suatu masa depan yang mungkin terjadi diproyeksikan melalui perencanaan ke depan.

Kedua, masa depan yang mungkin terlaksana dan diinginkan, dihipotesiskan, dan kebijakan yang perlu

untuk mencapainya ditetapkan melaiui perencanaan balik (backward).

 

Proses perencanaan ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Pendekatan AHP

dilakukan secara analisis dengan menggunakan program komputer Expert Choice. Data isian kuesioner

tersebut akan diolah lebih lanjut dengan menggunakan software Evaluation and Choice. Hasil dari software

tersebut akan dianalisis untuk menguji hipotesis yang diajukan pada awal penelitian ini. Pendekatan

Analytic Hierarchy Process (AHP) dapat membantu pemecahan yang kompleks dengan mempergunakan

data primer yang melibatkan tenaga ahli. Di samping itu, pertimbangan utama pemakaian AHP dalam karya

akhir ini adalah untuk menampung sebanyak-banyaknya aspirasi yang ada daiam era reformasi yang

berpengaruh pada semua sektor dan kegiatan di Indonesia. Model AHP merupakan model perencanaan yang

demokratis dan desentralisasi serta bersifat bottom up. Sifat demokratis ditunjukkan Iewat proses konsensus

dalam penentuan persepsi dari kelompok responden, dan selain pemerintah, pihak Iain juga diikutsertakan

sehingga ada demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan.

 

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep pajak dan pelayanan publik, reformasi

administrasi, reformasi administrasi perpajakan, reformasi administrasi perpajakan menuju good

governance, dan reformasi administrasi perpajakan di beberapa negara. Konsep reformasi administrasi

perpajakan menuju good governance merupakan kerangka acuan untuk memperbaiki kerusakan dasar

institusional pengelolaan maupun distribusi berbagai sumber daya yang ada dalam masyarakat. Paradigma

good governance menekankan arti penting kesejajaran hubungan antara institusi negara, pasar, dan

masyarakat. Usaha perwujudan good governance dilakukan melalui sinergi antara Iain institusi
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negara/pemerintah, swasta, dan masyarakat.

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka mencapai masa depan yang mungkin terjadi yang

diproyeksikan melalui perencanaan ke depan (forward) diketahui bahwa pihak yang paling berperan dalam

reformasi administrasi perpajakan adalah pihak Direktorat Jenderal Pajak dengan salah satu kegiatan utama

yang tengah dilaksanakannya yang dapat mendorong terwujudnya administrasi perpajakan berbasis

teknologi informasi adalah Sistem Administrasi Perpajakan modern (SAPM). Berdasarkan hasil backward

process dari para responden diketahui bahwa untuk mencapai administrasi perpajakan yang diinginkan di

masa depan yaitu administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi tersebut diperlukan kebijakan

restitusi pajak tanpa pemeriksaan dalam rangka mengatasi masalah yang cukup mendesak yang dapat

menganggu tujuan yang diharapkan, yaitu permasalahan rumitnya prosedur perpajakan. Melalui penerapan

forward-backward planning dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) diharapkan dapat

mewujudkan reformasi administrasi perpajakan yang diinginkan bersama sehingga perpajakan di Indonesia

dapat berjalan dengan baik, aman, dan selaras dengan kepentingan semua pihak.


